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Negara Kesatuan Republik I[ndonesia adalah Negara yang berdasarkan atas
hukum (rechisstaat) dan bukan Negara atas kekuasaan (machsstaat), maka kedudukan
hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Rumusan masalahnya yaitu faktor
penyebab tindak pidana berbentuk perjudian toto gelap, upaya yang dilakukan Polisi
Kota Besar Palembang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap,
hambatan-hambatan dalam menanggulangi kasus perjudian toto gelap tersebut, Tipe
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis data dalam penelitiaan ini
adalah data kualitatif.

Faktor-faktor penyebab tindak pidana perjudian toto gelap yaitu kecanduan
(kejangkitan suatu kegemaran sehingga lupa dengan hal-hal yang lain), iseng-iseng
mengisi waktu (biasanya ini dilakukan oleh para pegawai yang adawaktu disela-sela
kesibukannya), frustasi dengan kehidupan ekonomi karena berkhayal kaya mendadak
karena judi, sering kalah sehingga bernafsu untuk menang. Upaya Kepolisian Resort
Kota Palembang dalam menanggulangi tindakan perjudian toto gelap yaitu kegiatan
preventif (usaha yang dilakukan oleh satuan Binmas dan Shabara) dan kegiatan represif
(kegiatan POLRI dalam usaha menegakkan hukum). Hambatan-hambatan dalam
menanggulangi kasus perjudian toto gelap yaitu faktor penegak hukum (tidak jarang
perjudian dilindungi oleh aparat penegak hukum itu sendiri atau para pejabat tinggi
pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif), faktor sarana prasarana (kurangnya
sarana prasarana berkenaan dengan minimnya dana operasional untuk melakukan
penindakan), faktor masyarakat (kejahatan perjudian merupakan kegiatan yang paling
digemari oleh masyarakat).

Disarankan penegak hukum harus lebih meningkatkan kinerja, sarana prasaran

harus dilengkapi dan masyarakat harus sadar hukum agar Negara terbebaskan dari
sindikat perjudian.

Kata Kunci  : Penanggulangan, Perjudian Toto Gelap,

vi
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A. Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang
berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) dan bukan Negara atas kekuasaan
(machsstaat), maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-
galanya. Setiap perbuatan hukum harus sesuai dengan aturan hukum

tanpa terkecuali.(")

Hukum pidana sering kali digunakan untuk
menyelesaikan masalah sosial khusunya dalam penanggulangan
kejahatan. Masalah perjudian sebagai salah satu bentuk masyarakat

~ merupakan satu bentuk patologi sosial.® Penegakan hukum pidana untuk

\'menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus
dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman
yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan
ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian
merupakan ancaman riil atau potensi iil bagi berlangsungnya ketertiban

sosial.®) Dengan demikian, perjudian dapat menjadi  hambatan

pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual.

(').Jimly Asshiddiqlie, Konstitusi Konstitualisme Indonesia, Sekretariat Jenderal
dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, Jakarta, 2006. Hal. 69

@ Kartini Kartoni, Parologi Sosial, Jilid I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005. Hal 57

) "’Sa;}arina Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arifreori-Teori dan
Kebijakan Pidana, Cet.l1, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. Hal.148



Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan
tidak sewajarmnya dan membentuk watak “pemalas”. Sangat beralasan
apabila perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional
untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema
sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.”) Salah satu
usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah
dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana
ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian
sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan
bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan
memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma
hukum atau tata tertib hukum yang berlaku.®> Fenomena perjudian
bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai
sekarang praktik perjudian sudah ada. Kejahatan ini banyak hal yang
mempengaruhi diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki
peranan atas perkembangan perjudian. Pada hakekatnya perjudian
bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta
membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan
Negara.® Secara kriminologi, tindak pidana perjudian dapat dikatakan
sebagai kejahatan tanpa adanya korban (crime without victem) karena

yang menderita dari tindak pidana perjudian tersebut adalah pelaku itu

sendiri.

“1bid, Hal 354



Apabila dicermati lebih dalam, tindak pidana perjudian tidak hanya
mengakibatkan pelaku perjudian yang menjadi korban, tetapi orang lain
juga akan menjadi korban. Perjudian akan membengaruhi keadaan sosial
ekonomi, sehingga dapat menjadi pemicu bentuk kejahatan yang lain.

Tindak pidana perjudian merupakan kejahatan yang terorganisasi
dengan jaringan yang cukup kuat dari tingkat Bandar hingga pengedar.
Perjudian didalam masyarakat sudah sedemikian mengakar kuat, bahkan
disejumlah kelompok masyarakat tertentu, judi seakan menjadi budaya
yang sulit ditinggalkan. Perjudian nyaris mudah ditemukan dalam setiap
tingkatan struktur masyarakat.”

Usia perjudian sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri, yang
dimulai sejak manusia itu ada. Penyakit masyawarah ini tidak mungkin
ditiadakan sama sekali, meskipun secara formal agama melarang umatnya
melakukan perjudian namun kenyataannya tindakan yang diharamkan itu
tetap marak terjadi dalam masyarakat, dan tidak mungkin bisa diberantas
sekaligus. Namun demikian, setiap bagian dalam masyarakat, Pemerintah
dan penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian harus melakukan

usaha-usaha untuk meminimalisasikan baik dengan pencegahan maupun

dengan penindakan.

) GXRonni Hanidjo Soemitro, Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat
Alumni, Bandung, 1984. Hal 4 '

(©) : -
Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Y . :
2001. Hal 214 & e idana. Yogyakarta: Bumi Aksara,

0 :
Surat Kabar Harian SOLOPOS, Seriuskah Polri i isi
- rius olri Memberantas Judi?. Edisi 21



Semakin kuat upaya menanggulangi perjudian, ironisnya semakin
kuat pula keinginan sekelompok orang untuk berjudi, seakan-akan tidak
pernahberhenti dan kehabisan akan untuk mempraktekan teknik
permainan yang bernuansa judi.

Perjudian menampakkan sisi negatifnya dilihat dari berbagai segi.
Ringkasnya, perjudian tidak lebih dari permainan yang memabukkan
masyarakat malahan orang menjadi malas bekerja, penghayal dan tidak
produktif.

Dalam seminar bertajuk “Perjudian Problematika dan alternative
Penanganannya” yang diselenggarakan Forum Komunikasi dan Kajian
Strategi Ketahanan Nasional di Jakarta, beberapa tokoh yang terdiri atas
ulama, sosiolog, ekonom dan praktisi bisnis hiburan menyatakan dengan
syarat tertentu lokalisasi perjudian bisa menjadi salah satu alternative
untuk meminimalkan praktek perjudian. Tapi lokalisasi itu baru efektif
kalau aparat keamanan menjamin tidak akan ada tempat perjudian lain
dan menjaga ketat tempat tersebut. Hal hanya dilakukan sebagai tahanan
proses untuk memberatas perjudian secara tuntas.

Lokalisasi bisa diterima dengan syarat tidak dilakukan untuk
melegalkan, tetapi dilakukan sebagai tahanan dalam memberantas
perjudian secara keseluruhan. Di Indonesia bisa saja perjudian itu ada

dimana-mana, tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi di kota

Palembang.



Walaupun masyarakat sesungguhnya mengetahui bahwa judi

dilarang sebagaimana termuat dalam Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP.®

Kenyataannya masih juga dilanggar, menurut Undang-Undang No.7
Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang mana isinya memperberat

hukuman yang terdapat didalam Pasal 303 dan 542 sebagaimana

tercantum pada Pasal 2 adalah sebagai berikut )

1. Merubah ancaman kurungan dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari
hukuman penjara selama-lamanya dua puluh delapan bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman
penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-
banyaknya dua puluh lima ribu rupiah.

2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari
hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-
banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara
selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh
juta rupiah.

3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP, dari
hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya lima belas juta rupiah.

4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303.

(3)])
Perjudian

®Mocljatno.Kitab Undang-
2001. Hal 111 dan 197

asal ini dihapuskan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentng Penerbitan

Undang Hukum Pidana.Yogyakarta: Bumi Aksara,



Dari ketentuan isi yang disebutkan pada Pasal diatas, merupakan
sanksi bagi segala bentuk perjudian yang ada, sekaligus bentuk perjudian
toto gelap misalnya. Perjudian toto gelap adalah sebagai bentuk perjudian
atau permainan yang paling memasyarakat yang masih menggunakan
sistem contang. Terdapat bermacam-macam alat seperti kartu, dadu, bulu
ayam, gelang-gelang, hewan seperti sapi, kerbau, kuda, burung, kambing,
ayam, anjing dan lain sebagainya. Penindakan toto gelap sulit dilakukan
secara optimal, karena banyaknya pihak yang “ikut bermain” dalam
praktek judi toto gelap ini. Aparat penegak hukum tidak jarang hanya
mampu memberantas pelaku di lapangan, kadang kala tidak mampu
menyentuh otak dari sindikat judi toto gelap ini. Akibatnya, tindak pidana
perjudian toto gelap makin hari justru makin meningkat saja
frekuensinya.

Perbandingan kasus perjudian dari tahun 2004-2008 di Polresta
Palembang yaitu tahun 2004 terdapat 12 kasus perjudian, tahun 2005
terdapat 159 kasus perjudian, tahun 2006 terdapat 154 kasus perjudian,
tahun 2007 terdapat 78 kasus perjudian dan tahun 2008 terdapat 72 kasus
perjudian. Jika dilihat dari kasus perjudian yang masuk pada kepolisian
untuk wilayah Poltabes Palembang, memang terdapat penurunan angka

perjudian dan peningkatan kasus yang terselesaikan.('®

h:‘ [ & C %
“9 Unit Judisila Polisi Resort Kota Palembang |l e 7 h " \\, => )
TS
-~




Toto gelap adalah sebagai bentuk perjudian atau permainan yang
paling memasyarakat yang masih menggunakan sistem contang. Di
wilayah hukum Polresta Palembang, penindakan tindak pidana judi toto
gelap tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, melainkan melalui
juga sejumlah tindakan preventif. Bagaimana usaha yang telah dilakukan
oleh Polresta Palembang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian
toto gelap, penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam skripsi dengan
judul skripsi “UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

TOTO GELAP DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PALEMBANG”

B. Perumusan Masalah
Dari uraian di tas dapat dirumuskan berbagai permasalahan sabagai
berikut :
1. Apakah faktor penyebab tindak pidana berbentuk perjudian toto
gelap?
2. Upaya yang dilakukan Polisi Resort Kota Palembang dalam
menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap?

3. Apa hambatan-hambatan dalam menanggulangi kasus perjudian toto

gelap tersebut?

C. Tujuan Penelitian

l. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana toto gelap yang

dilakukan oleh Polresta Palembang




2. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh Polresta Palembang
dalam usaha menanggulangi tindak pidana perjudian yang berupa toto
gelap di Polresta Palembang.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak

pidana toto gelap tersebut.

D. Ruang Lingkup
Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum Pidana, maka perlu
diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis terarah sehingga
memperoleh kejelasan analisisnya, sesuai dengan permasalahan dalam
penulisan ini dibatasi pada penanggulangan terhadap tindak pidana dalam
Pasal 303 dan 542 KUHP yaitu tentang dilarangnya berjudi dan menurut
Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian.

Penanggulangandalam penelitian ini dibatasi hanya pada penyelidikan dan

penyidikan.

E. Kegunaan Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan adanya dua macam manfaat atau
kegunaan, yakni kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.
a. Secara teoritis, penelitian diharapkan bermanfaat bagi kalangan

akademis hukum guna menambah wawasan dan kepustakaan di

bidang hukum pidana dan hukum acara pidana.



b. Secara praktis, penelitian diharapkan bermanfaat bagi kalangan
praktisi hukum khususnya penegak hukum di dalam hukum pidana,
yang berkaitan dengan toto gelap.

F. Metode Penclitian
1. Tipe Penelitian
Metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu
masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun
ilmu lainnya. Tipe dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
empiris, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi
dalam masyaraka sebagai kaidah hukum/peraturan itu sendiri,
petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh
penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.'"?
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitiaan ini adalah data kualitatif,
sementara bila dilihat dari sumber diperolehnya, data terdiri dari data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang berupa

pertanyaan, catatan petugas, maupun perilaku masyarakat sehari-hari

di lapangan.

Y Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika. 2010. Hal 25
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Data sekunder sebagaimana yang digunakan dalam penelitian
ini jika dilihat dari ketentuan mengikatnya dapat dibedakan ke dala'? :
a. Bahan Hukum Primer
: Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu
Undang-Undang No.l Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-
Undang No.7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang mana
isinya memperberat hukuman yang terdapat didalam Pasal 303 dan
542, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana dan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan
ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai
bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari

kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

T . N
U Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika. 2010. Hal 106
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3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukakn di Palembang yaitu Polresta
Palembang pada unit Judisila. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan
untuk mengetahui seberapa besar tingkat perjudian khususnya

perjudian toto gelap.

. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/ atau
objek yang menjadi penelitian."® Populasi dalam penelitian ini adalah
aparat penyelidik atau penyidik di Polresta Palerﬁbang dan pelaku
tindak pidana perjudian toto gelap.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili
populasi atau yang menjadi objek penelitian. Adapun cara
pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling terhadap
aparat penyelidik atau penyidik dan simple random sampling (sampel
secara acak) terhadap pelaku. Sampel penelitian ini adalah 1 orang

polisi dan 1 orang pelaku.

T s 3
) Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika. 2010. Hal 98
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5. Teknik Pengumpulan Data
a. Penelitian Lapangan
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh
melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang
ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti
berdasarkan kemauannya) dan/ atau random sampling (ditentukan

oleh peneliti secara acak).

b. Penelitian Kepustakaan
Data kepustakaan yang diperoleh melalui peneliti yang bersumber
dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,

publikasi dan hasil penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data pada penelitian hukum sosiologis,
tunduk pada acara analisis data ilmu-ilmu sosial. Jika sifat data yang
dipakai hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus
sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi,maka

analisis yang dipakai adalah kualitatif,
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7. Analisa Data dan Pengambilan Kesimpulan
Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat
kualitatif. Sementara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan
metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari pembahasan

terhadap data-data yang bersifat khusus.
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